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NOMOR ! SERI :

PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 32 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 3.A TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

BUPATI BEKASI

Menimbang : a. bahwa Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah terakhir diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2007, khususnya ketentuan tentang
Perjalanan Dinas dan Tunjangan Perumahan yang semula
diatur melalui Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3. A Tahun
2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2009, perlu
ditinjau dan disesuaikan kembali;

c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagamana dimaksud
pada huref a di atas, maka perubahan dan
penyesuaiannya tersebut perlu ditetapkan kembali dengan
Peraturan Bupati.

Meningingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten  Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita MNegara
Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 8§ Tahun 1987 tentang
Protokoler (Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3363);




3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Megara (Lembaran Negara Republk Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan
dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
{Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4310);

5. Undang-Undang MNomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan MNegara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Momor 5, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republk Indonesia Tahun 2004 MNomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang-Undang MNomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 MNomor 125, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah  diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Momor 12 Tahun Tahun 2008 tentang
Ferubahan Kedua Atas Undang-Undang WNomor 32
Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844):

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Femerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);

8 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Fembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4090);

10 Peraturan Pemerintan Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan




Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana
telah diubah ftiga kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Fimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712},

11.Peraturan Pemerintah MNomor 25 Tahun 2004 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyal Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4417);

12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota { Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran MNegara
Nomor 4737 ) ;

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006
tentang Standansasi Sarana dan Prasarana Kerja
Pemerintahan Daerah ;

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK 05/2007
tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi
Fejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak
tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan MNomor 7 /PMK.05/2008 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menter Keuangan Momeor 45/PMK.05/2007
tentang Peralanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi
Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak
tetap .

168 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuvangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
{Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3



Menetapkan

Tahun 2007}, sebagamana telah diwbah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Momor 3 Tahun 2007
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2007);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi
{Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 7)

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 3A TAHUN 20068 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BEKASI NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN
PROTOKOLER DAN KEUANGAN FIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BEKASI

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3A Tahun 2006
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3
Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008
Nemor 2 seri A) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Bupati Bekasi Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga
Peraturan Bupati Nomor 3. A Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2008, diubah sebagai

berikut

1. Ketentuan dalam Bab Il Pasal 4 ayat (5) diubah dan ditambah ayat (8) dan
ayat (7) baru, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(3) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan

{6) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
daltam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal
pengucapan sumpahfanji.



{7} Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam ayal (5),
adalah sebagal berikut -

a. Ketua DPRD - Rp 9.500.000,-
b. Wakil Ketua DPRD  : Rp 9.000.000.-
c. Anggota DPRD : Rp 8.500.000,-

2. Ketentuan dalam Bab IV Pasal B ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pazal B

(4) Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan sebagai
berikut ;

a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Mao. | Uraian Jabatan

a. 1. Untuk perjalanan Dinas dalam daerah Kabupaten Bekasi
{Kota Bekasi dan Kabupaten Kerawang) ditetapkan
Rp 250.000 -thari;

a.2. Untuk perjalanan Dinas dalam daerah Kabupaten Bekasi kecuali
untuk  Kecamatan Tarumajaya, Kecamafan Babelan,
Kecamatan Muargembong, Kecamatan Cabangbungin dan
Kecamatan Sukawangi ditetapkan Rp 300.000 -Mari.

Wilayah DKI Jakarta, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan
Kabupaten Purwakarta ditetapkan Rp 700.000 -fhari

Wilayah Jawa Barat dan Propinsi Banten selain huruf b di atas
ditetapkan Rp 800.000 -

Dalam hal perjalanan dinas keluar daerah yang menggunakan mode
tranportasi disesuaikan dengan tarip yang berlaku dengan rincian
sebagai berikut:

Jenis dan Kelas Angkutan
Pesawat Udara | Kereta Api | Kapal Laut

1 | Unsur Pimpinan Bisnis Eksekutif Kelas | A

2. | Anggota Ekonomi Eksekutif | KelaslA

e Penalanan dinas keluar daerah yang memerlukan waktu lebih dari

6 jam danfatau menurut banyaknya hari digunakan untuk
melaksanakan perjalanan dinas dibenkan uang harian,
biaya penginapan dan uang representasif penalanan dinas,

sebagat benkut




by

-

&1, Uang harian dan uang representasi perjalanan dinas ditetapkan
sebesar Rp 850,000 -/hari dengan nncian:

. Rp 750.000,-

: Rp 100.000,-

- uang harian
- uang representa

tif

e.2. Biaya penginapan
- biaya penginapan dalam Propinsi Jawa Barat dan Banten

ditetapkan Rp 750.000,-/hari,

- biaya penginapan luar Propinsi Jawa Barat disesuaikan
dengan tarip yang berlaku di wilayah tersebut dengan

peruntukan;
No | Uraian Jabatan | Kelas | Fasilitas Hotel | Keterangan
1. ‘ Unsur Pimpinan B Bintang 4 Deluxe
2. | Anggota B Bintang 4 Standard
L L
Pasal I

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2071.

Agar sefiap orang dapat mengetahuinya, memerintabkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Bekasi.

Diundangkan di Cikarang Pusatl
Pada tanggal )T peframéer 2010

‘é‘ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKAS| 4

P"‘ W
H. DADANG MULYADI

/

>

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal . 13 Desember 2010

BUPATI BEKASI

ttd

H. SA'DUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2010 NOMOR |



Bupati Bekast
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR “= TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 3.A TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

Menimbang

Meningingat

BUPATI BEKASI

a. bahwa Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3

Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah terakhir diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2007, khususnya ketentuan tentang
Fenalanan Dinas dan Tunjangan Perumahan yang semula
diatur melalui Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3. A Tahun
2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2009, perlu
ditinjau dan disesuaikan kembali;

b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud

1

pada huruf a di atas, maka perubahan dan
penyesuaiannya lersebut perlu ditetapkan kembali dengan
Peraturan Bupati,

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten  Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita MNegara
Tahun 1850,

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1887 tentang
Profokoler  (Lembaran Negara FRepublik Indonesia
Tahun 1887 Nomor 43, Tambahan Lembaran MNegara
Nomor 3363);



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republk Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran MNegara
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan
dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4310},

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran MNegara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Meagara Nomor 4355),

. Undang-Undang MNomor 10 Tahun 2004 tentang
FPembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 MNomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Momor 4388);

. Undang-Undang MNomor 32 Tahun 2004 tentang
Femerintahan Daerah (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah  diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Afas Undang-Undang Nomor 32
Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

Undang-Undang MNomor 33 Tahun 2004 tentang
Ferimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemenntahan Daerah (Lembaran MNegera Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);

. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Fembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4080);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 {entang

1

12.

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana

telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan

Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712}

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Momor 81, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4417},

Peraturan Pemernntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daeran
Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4737 ) ;

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006

14.

£

tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja
Pemerintahan Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian
Tunjangan Komunikasi imtensif dan Dana Operasional;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK 05/2007
tentang Peralanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi
Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak
tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 7 /PMK.05/2008 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007
tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Megeri bagi
Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak
tetap |



Menetapkan

16. Peraturan Dasrah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
{Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi MNomor 3
Tahun 2007), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2007),

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009
tentang Organisasi Perangkal Daerah Kabupaten Bekasi
{Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 3A TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BEKASI NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN
PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BEKASI

Pazal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3A Tahun 2006
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3
Tafiun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2006
Nomor 2 seri A) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Bupati Bekasi Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga
Peraturan Bupati Nomor 3. A Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2008, diubah sebagai

berikut ;

1. Ketentuan dalam Bab Il Pasal 4 ayat (5) diubah dan ditambah ayat (8) dan
ayat (7) baru, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(5) Pwnmpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan



{6) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) diberikan
dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal
pengucapan sumpah/janji.

(7) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5),
adalah sebagai berikut

a. Ketua DPRD . Rp $.500.000,-
b. Wakil Ketua DPRD  : Rp 9.000.000,-
c. Anggota DPRD : Rp 8.500.000 -

2 Ketentuan dalam Bab IV Pasal 8 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut :
Pasal 8

(4) Peralanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan sebaga
berikut :

a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah
a1l Untuk perjalanan Dinas dalam daerah Kabupaien Bekas
(Kota Bekasi dan Kabupaten Kerawang) ditetapkan
Rp 250.000, -/hari;

a.2 Untuk perjalanan Dinas dalam daerah Kabupaten Bekasi kecuali
untuk  Kecamatan Tarumajaya, Kecamatan  Babelan,
Kecamatan Muargembong, Kecamatan Cabangbungin dan
Kecamatan Sukawangi ditetapkan Rp 300.000,-/hari.

b. Wilayah DKl Jakarta, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan
Kabupaten Purwakarta ditetapkan Rp 700.000 -/hari

c. Wilayah Jawa Barat dan Propinsi Banten selain huruf b di atas
ditetapkan Rp 800.000.-

d. Dalam hal perjalanan dinas keluar daerah yang menggunakan mode
tranportasi disesuaikan dengan tarip yang beraku dengan rincian
sebagai berikut:

| Jenis dan Kelas Angkutan

No. | Uraian Jabatan |
Pesawat Udara | Kereta Api Kapal Laut

1 Unsur Pimpinan I| Bisnis | Eksekutif | Kelas!|A

2 | Anggota Ekonomi IZ Eksekutif | Keias | A

& Penalanan dinas keluar daerah yang memerlukan wakiu lebih dari
& j@am danfatau menurul banyaknya han digunakan untuk
melsksanakan perjalanan dinas diberikan uvang  harian,
baye penginapan dan uang representasif perjalanan dinas,

sabaga benkut



€1 Uang hanan dan uang representas: penalanan dinas dietapkan
sebesar Rp 850.000 -harn dengan nincian
- uang harian : Rp 750.000 -
- uang representatif Rp 100.000 -

e.2. Biaya penginapan
- biaya penginapan dalam Propinsi Jawa Barat dan Banten

ditetapkan Rp 750.000,-/hari;

- biaya penginapan luar Propinsi Jawa Barat disesuaikan
dengan tarip yang berlaku di wilayah tersebut dengan
peruntukan:

No | Uraian Jabatan | Kelas | Fasilitas Hotel | Keterangan |

1. | Unsur Pimpinan | B Bintang 4 Deluxe |

| 2. |Anggr::ta | B Bintang 4 Standard

Pasal Il

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011,
Agar sefiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 13 Desember 2010

BUPATI BEKASI




